LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI


	MODUL
	ADMINISTRASI PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
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	Pendahuluan

	
	
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 bahwa penilaian Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu tahapan dalam pengelolaan BMN. Penilaian BMN merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu. Opini nilai yang dihasilkan akan dipergunakan dalam proses pengelolaan BMN sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan penilaian. Dari kegiatan penilaian BMN inilah nantinya akan diperoleh nilai wajar yang akan dijadikan dasar dalam rangka penyusunan neraca pemerintah yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah. 


Tanpa adanya proses penilaian yang baik atas barang milik negara, mustahil dihasilkan suatu laporan pengelolaan Barang Milik Negara yang akurat dan akuntabel. Untuk menghapus opini disclaimer dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara perlu diupayakan dengan mewujudkan proses terbaik dalam tata kelola barang milik/kekayaan negara antara lain melalui suatu proses penilaian Barang Milik Negara yang baik.


Mengingat pentingnya proses administrasi penilaian BMN bagi tata kelola barang milik negara maka pemahaman tentang materi ini sangat diperlukan untuk Dikbangspes administrasi logistik, demi  mewujudkan personel yang profesional melaksanakan tugas bidang administrasi logistik.  Dalam rangka membekali kemampuan pemilaian BMN bagi personel logistik, maka dalam modul ini akan dibahas materi tentang konsep administrasi penilaian dan tatacara penilaian barang milik negara (BMN).
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	Standar Kompetensi

	
	Mampu membuat administrasi usulan penilaian BMN.
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	Kompetensi  Dasar

	
	Memahami konsep penilaian BMN dan mampu melaksanakan administrasi usulan penilaian BMN.
Indikator hasil belajar:
1. Menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan penilaian BMN.
2. Menjelaskan objek penilaian BMN.
3. Menjelaskan tujuan penilaian BMN.
4. Menjelaskan subjek penilaian BMN.
5. Menjelaskan prosedur usulan penilaian BMN.
6. Mempraktikkan pembuatan administrasi usulan penilaian BMN.
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	Materi  Pelajaran

	
	Pokok bahasan:
Konsep penilaian BMN dan administrasi usulan penilaian BMN.
Subpokok bahasan:
1. Pengertian yang berkaitan dengan penilaian BMN.

2. Objek penilaian BMN.

3. Tujuan penilaian BMN.

4. Subjek penilaian BMN.

5. Prosedur usulan penilaian BMN
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	Metode Pembelajaran

	
	1. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang penilaian BMN.
2. Metode tanya jawab
Metode ini digunakan untuk mengetahui pemahaman materi dan untuk mengetahui tingkat penyerapan materi yang disampaikan oleh pendidik.
3. Metode praktik
Metode ini digunakan untuk mempraktikkan pembuatan surat permohonan penilaian dan melengkapi kelengkapan informasi dan data  pendukung permohonan penilaian BMN.
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	Alat/media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Alat/media:

a. White Board dan papan flipchart.
b. Komputer/Laptop.
c. LCD dan Screen.
d. Laserpoint.
2. Bahan

a. Alat tulis.
b. Kertas Flipchart/HVS.

3. Sumber Belajar:
a. PMK No. 111 tahun 2017.
b. Perpres 75 tahun 2007.
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	Kegiatan Pembelajaran

	
	1. Tahap awal: 10 menit.
a. 
Pendidik melaksanakan apersepsi :

1) Membuka kelas dan perkenalan. 
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran.   
3) Menyampaikan tugas yang harus diselesaikan peserta didik selama pembelajaran.  
b. 
Peserta didik menyimak dan mengikuti instruksi pendidik.

2. Tahap inti :  510  menit
Tahap inti 1 :   155  menit
a. Pendidik menyampaikan materi tentang penilaian BMN.
b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting.

c. Pendidik memberikan contoh cara pembuatan surat permohonan penilaian BMN.
d. Pendidik menunjukkan ke peserta didik tentang data dan informasi yang dilampirkan dalam surat permohonan penilaian BMN.
Tahap inti 2 :  355  menit
a. Pendidik menugaskan peserta didik secara kelompok untuk membuat surat permintaan penilaian BMN dan menyiapkan data informasi yang disertakan dalam surat permohonan penilaian BMN. 
b. Peserta didik mempraktikkan pembuatan surat permohonan penilaian BMN.
c. Peserta didik mempraktikkan penyiapan informasi dan data yang disertakan dalam surat permohonan penilaian BMN.
d. Pendidik memfasilitasi praktik.

e. Pendidik memberikan tanggapan dan mengevaluasi hasil praktik.
3. Tahap akhir : 20 menit
a. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.
b. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
c. Pendidik merumuskan kesimpulan dari materi yang disampaikan kepada peserta didik dan menutup pembelajaran.
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	Tagihan / Tugas

	
	Peserta didik secara perorangan mengumpulkan hasil praktik kepada pendidik.
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	Lembar  Kegiatan

	
	----------------------------------------------------------------

	
	


	[image: image11.wmf]
	Bahan  Bacaan

	
	POKOK BAHASAN 
PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
1. Pengertian Berkaitan dengan Penilaian BMN
a. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

b. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Lembaga danjatau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.

c. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara.

d. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu.

e. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.

f. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara.

g. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

h. Pihak yang Memiliki Kewenangan adalah pihak yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Penilaian.
i. Pemohon adalah Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Pihak yang Memiliki Kewenangan untuk mengajukan permohonan Penilaian.

j. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

k. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

l. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
m. Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, selanjutnya disebut Penilai Direktorat

n. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.

o. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untult melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.

p. Nilai Wajar atas Sewa adalah estimasi jumlah uang yang akan diterima dari penyewaan suatu aset antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi sewa yang wajar pada tanggal penilaian.

q. Basis Data adalah kumpulan data dan informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan Penilaian Barang Milik Negara yang disimpan dalam media penyimpanan data.

2. Objek Penilaian BMN
Objek Penilaian merupakan BMN meliputi:

a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran.
b. Pendapatan dan Belanja Negara.
c. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Tujuan Penilaian BMN
a. Penilaian BMN dilakukan untuk:

1) Penyusunan neraca pemerintah pusat.
2) Pemanfaatan.
3) Pemindahtanganan.
4) Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan.
b. Penilaian BMN dilaksanakan untuk mendapatkan Nilai Wajar.

c. Dikecualikan dari ketentuan, penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar atas sewa.
4. Subjek Penilaian BMN
a. Penilaian barang milik negara berupa:

1) Tanah dan/atau bangunan. 

2) Selain tanah dan/atau bangunan untuk penyusunan neraca Pemerintah Pusat dan pelaksanaan kegiatan.
b. Selain melakukan Penilaian Barang Milik Negara untuk Pemanfaatan Pemindahtanganan dalam hal:

1) Dimohonkan oleh Pengguna Barang. 

2) Dimohonkan/ditugaskan oleh Pengelola Barang.

5. Prosedur Usulan Penilaian BMN
a. Penugasan/permohonan penilaian BMN
1) 
Penyusunan neraca pemerintah pusat
Dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat Penilaian Barang Milik Negara untuk penyusunan neraca Pemerintah Pusat dilakukan berdasarkan penugasan dari Pengelola Barang.
2) 
Penilaian barang milik negara untuk pemanfaatan atau pemindahtanganan.
a) 
Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/ atau Bangunan permohonan dari Pengelola Barang. atau Pihak yang Memiliki Kewenangan disertai dengan data dan informasi diajukan secara tertulis kepada:

(1) 
Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk  kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat.
(2) 
Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah.
(3) 
Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah.
(4) 
Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan. atau Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan.
b) 
Permohonan dari Pihak yang Memiliki Kewenangan diajukan secara tertulis kepada:

(1) 
Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat.
(2) 
Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah.
(3) 
Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan.

c) 
Data dan informasi yang diperlukan meliputi:

(1) 
Latar belakang permohonan.
(2) 
Tujuan Penilaian.
(3) 
Dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung

(4) 
Bukti kepemilikan.
(5) 
Deskripsi objek Penilaian. 

(6) 
Dokumen penatausahaan barang, berupa fotokopi KartuIdentitas Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang.

(7) 
Dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan (dokumen kepemilikan berupa fotokopi sertipikat untuk objek Penilaian berupa tanah. dan/ atau dokumen pendukung bukti kepemilikan berupa fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, untuk objek Penilaian berupa bangunan).
(8) 
Dalam hal Barang Milik Negara berupa bangunan (surat keterangan bangunan dari instansi yang berwenang. atau surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari pimpinan satuan kerja di kementerian/lembaga bersangkutan).
(9) 
Deskripsi objek Penilaian  lokasi, jumlah, dan luas bidang tanah dan/ a tau bangunan, Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan.
d) 
Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/ atau bangunan dilakukan berdasarkan permohonan dari:

(1) 
Pengelola Barang.
(2) 
Pengguna Barang. 

(3) 
Pihak yang Memiliki Kewenangan.

e) 
Permohonan Penilaian disertai dengan data dan informasi.

(1) 
Latar belakang permohonan.
(2) 
Tujuan Penilaian. 

(3) 
Deskripsi objek Penilaian.

(4) 
Permohonan Penilaian dilengkapi pula dengan fotokopi dokumen kepemilikan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang. (objek Penilaian berupa kendaraan bermotor).
(5) 
Permohonan Penilaian dilengkapi pula dengan

(6) 
Deskripsi objek Penilaian yang sekurang-kurangnya memuat keterangan berat objek Penilaian. (objek Penilaian berupa limbah padat (scrap))
(7) 
Permohonan Penilaian dilengkapi pula dengan deskripsi objek Penilaian yang paling sedikit memuat keterangan volume objek Penilaian.(objek Penilaian berupa limbah cair)
f) 
Permohonan Penilaian dari Pengelola Barang diajukan secara tertulis kepada:

(1) Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, un tuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pusat.
(2) Kepala Kantor Wilayah.
(3) Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Wilayah, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Wilayah.
(4) Kepala Kantor Pelayanan. 
(5) Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Pelayanan, untuk tim Penilai

(6) Direktorat Jenderal dari Kantor Pelayanan.

g) Permohonan Penilaian dari Pengguna Barang atau Pihak yang Memiliki Kewenangan diajukan secara tertulis kepada:

(1) 
Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang

Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat.
(2) 
Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah. 

(3) 
Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan.

h) 
Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit meliputi lokasi, jumlah, dan spesifikasi.
3) 
Penilaian Barang Milik Negara Untuk Pelaksanaan Kegiatan Lain sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut:
a) 
Penilaian Barang Milik Negara untuk pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan permohonan dari: Pengelola Barang. atau Pihak yang Memiliki Kewenangan.

b) 
Permohonan Penilaian disertai dengan data dan informasi sama dengan di atas.
c) 
Permohonan dari Pengelola Barang diajukan secara tertulis kepada:

(1) Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pusat.
(2) Kepala Kantor Wilayah.
(3) Kepala Bidang yang memiliki tug as dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Wilayah, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Wilayah.
(4) Kepala Kantor Pelayanan. atau

(5) Kepala Seksi yang memiliki tug as dan fungsi di bidang Penilaian pada Kantor Pelayanan, untuk tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pelayanan.
d) 
Permohonan dari Pihak yang Memiliki Kewenangan diajukan secara tertulis kepada:

(1) Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal, untuk  kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat.
(2) Kepala Kantor Wilayah, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah. atau

(3) Kepala Kantor Pelayanan, untuk kewenangan Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan.
4) 
Permintaan Dan Penyerahan Kelengkapan Data Permohonan Penilaian.
(1) 
Permintaan kelengkapan data dan/atau informasi diajukan secara tertulis kepada Pemohon, dalam hal data dan/atau informasi yang diserahkan belum lengkap.

(2) 
Pemohon menyerahkan kelengkapan data dan/ atau informasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data.

(3) 
Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis kepada Pemohn.

b. Tim Penilai Direktorat Jenderal
Pelaksanaan Penilaian oleh Penilai Direktorat Jenderal dilakukan dalam tim Penilai Direktorat Jenderal. Tim Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pusat ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal. Tim Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah, Tim Penilai Direktorat Jenderal di Kantor Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan. Tim Penilai Direktorat Jenderal mempunyaai  anggota dalam jumlah bilangan ganjil, Tim Penilai Direktorat Jenderal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan 1 (satu) orang berkedudukan sebagai ketua merangkap anggota (Ketua  merupakan Penilai Direktorat Jenderal) dan  Anggota tim Penilai Direktorat Jenderal merupakan Penilai Direktorat Jenderal dan/atau pegawai yang dianggap cakap untuk menjadi anggota tim Penilai Direktorat Jenderal.

c. Bantuan Penilaian
1) Bantuan Penilaian dapat berupa  bantuan tenaga Penilai. dan bantuan teknis Penilaian.

2) Bantuan tenaga Penilai dilakukan dalam hal terjadi kekurangan sumber daya manusia Penilai Direktorat Jenderal.

3) Bantuan teknis Penilaian dilakukan dalam hal Penilai Direktorat Jenderal mengalami kesulitan teknis dalam melakukan Penilaian.

d. Pelaksanaan Penilaian
1) 
Pelaksanaan Penilaian meliputi proses:

a) 
Pengumpulan data awal.
b) 
Survei lapanganjpengumpulan data (Penilaian dilakukan dalam rangka Penilaian kern bali untuk tujuan penyusunan neraca Pemerintah Pusat).
c) 
Analisis data.
d) 
Penentuan pendekatan Penilaian.
e) 
Simpulan nilai.
f) 
Penyusunan laporan Penilaian.

2) 
Pendekatan  penilaian
Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendektan:

a) 
Pendekatan data pasar.
b) 
Pendekatan biaya.
c) 
Pendekatan pendapatan.
e. Laporan Penilaian
1) 
Hasil Penilaian dituangkan dalam laporan Penilaian yang memuat :
a) Uraian objek penilaian.
b) Tujuan penilaian.
c) Tanggal survei lapangan.
d) Tanggal penilaian.
e) Hasil analisis data.
f) Pendekatan penilaian. 

g) Kesimpulan nilai.

2) 
Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pernerintah Pusat dan dilakukan tanpa survei lapangan terhadap objek penilaian 
a) Laporan Penilaian tidak memuat tanggal survei lapangan. 

b) Tanggal Penilaian merupakan tanggal surat keterangan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang menerangkan kondisi dari objek Penilaian.

3) 
Untuk melaksanakan kendali mutu .atas laporan Penilaian Barang Milik Negara untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan, dilakukan pemaparan atas konsep laporan Penilaian. Pemaparan konsep laporan Penilaian meliputi: administrasi laporan Penilaian. dan prosedur dan penerapan metode Penilaian. Pemaparan konsep laporan Penilaian dilakukan sebelum laporan Penilaian ditandatangani oleh tim Penilai Direktorat Jenderal.

4) 
Laporan Penilaian dapat dilakukan revisi sepanjang masa berlaku laporan Penilaian belum berakhir dan belum digunakan oleh Pemohonjpemberi tugas.
5) 
Revisi atas laporan Penilaian, Tim Penilai: menyatakan dalam laporan Penilaian revisi bahwa laporan tersebut merupakan laporan revisi dan membatalkan laporan Penilaian sebelumnya dengan mencantumkan nomor dan tanggal laporan yang dibatalkan, menyatakan alasan dilakukan revisi, membuat kertas kerja revisi. dan  menggunakan nomor laporan Penilaian yang berbeda dengan nomor laporan Penilaian sebelumnya.
f. Penilaian Ulang
Pemohon dapat mengajukan permohonan Penilaian ulang atas objek Penilaian yang sama.  
1) Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan survei lapangan.
2) Pemohon yang menyatakan tidak terdapat perubahan material terhadap objek Penilaian, tim Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian ulang tanpa melakukan survei lapangan ulang.

g. Kaji Ulang Laporan Penilaian
1) 
Kaji ulang dilakukan terhadap laporan Penilaian yang dibuat untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
2) 
Kaji ulang  meliputi:
a) 
Administrasi laporan Penilaian. 
b) 
Prosedur dan penerapan metode Penilaian.
h. Basis data penilaian
1) Basis Data Penilaian Barang Milik Negara dibentuk pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan.

2) Pembentukan Basis Data didasarkan pada data dan informasi dari sumber yang kompeten dan dikelola secara profesional untuk mendukung tugas pokok Penilaian.
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	Rangkuman

	
	1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
3. Objek penilaian merupakan BMN yang meliputi:

a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

b. Pendapatan dan Belanja Negara. dan

c. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

4. Subjek Penilaian

a. Penilaian Barang Milik Negara berupa:

1) Tanah dan/atau bangunan.
2) Selain tanah dan/atau bangunan untuk penyusunan neraca Pemerintah Pusat dan pelaksanaan kegiatan.
b. Pemanfaatan Pemindahtanganan dalam hal:

1) dimohonkan oleh Pengguna Barang. atau

2) dimohonkan/ditugaskan oleh Pengelola Barang.

5. Penugasan/permohonan penilaian

a. Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat
b. Penilaian Barang Milik Negara Untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan.

6. Pelaksanaan penilaian meliputi:
a. Pelaksanaan Penilaian meliputi proses:

1) Pengumpulan data awal.
2) Survei lapangan, pengumpulan data (penilaian dilakukan dalam rangka penilaian kembali untuk tujuan penyusunan neraca pemerintah pusat).
3) Analisis data.
4) Penentuan pendekatan Penilaian.
5) Simpulan nilai. 

6) Penyusunan laporan Penilaian.

b. Pendekatan  penilaian

Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendektan:

1) Pendekatan data pasar.
2) Pendekatan biaya. 

3) Pendekatan pendapatan.
7. Pemohon dapat mengajukan permohonan Penilaian ulang atas objek Penilaian yang sama.  

a. Tim Penilai Direktorat Jenderal melakukan survei lapangan.
b. Pemohon yang menyatakan tidak terdapat perubahan material terhadap objek Penilaian, tim Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian ulang tanpa melakukan survei lapangan ulang.
8. Kaji ulang laporan penilaian

a. Kaji ulang dilakukan terhadap laporan Penilaian yang dibuat untuk Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
b. Kaji ulang  meliputi: administrasi laporan Penilaian dan prosedur dan penerapan metode Penilaian.
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	Latihan

	
	1. Jelaskan pengertian yang berkaitan dengan penilaian BMN!
2. Jelaskan ruang lingkup penilaian barang milik negara!
3. Jelaskan objek Penilaian!
4. Jelaskan  tujuan penilaian!
5. Jelaskan subjek penilaian!
6. Jelaskan penugasan/permohonan penilaian!
7. Jelaskan tim Penilai Direktorat Jenderal!
8. Jelaskan bantuan penilaian!
9. Jelaskan pelaksanaan penilaian!
10. Jelaskan  penilaian ulang!
11. Jelaskan kaji ulang laporan penilaian!
12. Jelaskan basis data penilaian!
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